SALINAN

LURAH TERONG

KAPENEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TERONG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

MASTER PLAN PENGEMBANGAN EKOWISATA KALURAHAN TERONG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERONG,

a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan potensi

wisata yang berada di wilayah kalurahan Terong, perlu
mengatur rencana pengembangan dalam bentuk master
plan pengembangan ekowisata dengan menuangkan dalam

Peraturan Kalurahan;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54995) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2294);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 tahun 2016

tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

19. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2019-2024 (Lembaran Desa Terong Tahun 2018 Nomor 4);

20. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Terong

Tahun 2020 Nomor 11);



21. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 7 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023

(Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG
Dan

LURAH TERONG

MEMUTUSKAN :

Memetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG MASTER PLAN
PENGEMBANGAN EKOWISATA KALURAHAN TERONG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Terong.

2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ,selanjutnya disebut
APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat
Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal,
pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

7. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat

kalurahan.



8. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan.

9. Master plan adalah dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur
letak fasilitas umum dan sosial sesuai dengan fungsi lahannya.

10. Ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang
berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam,
aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta

aspek pembelajaran dan pendidikan.

BAB II
BENTUK MASTER PLAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Master plan Pengembangan

Ekowisata Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3
(1) Untuk menjadikan dokumen perencanaan tata ruang di tingkat desa
melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, pengelolaan potensi SDA dan
lingkungan dalam pembangunan fisik, dan partisipasi masyarakat secara
komprehensif dan berkelanjutan dalam bidang pariwisata.
(2) Menciptakan desa wisata yang berkelanjutan dalam segi lingkungan dan
pengelolaan desa wisata.
(3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan
melalui perencanaan sektor pariwisata desa.
(4) Meningkatkan kualitas permukiman dan prasarana, sarana, dan utilitas
umum desa melalui perencanaan sektor pariwisata.
(5) Mengembangkan dan menggerakkan kemitraan dalam masyarakat,
pemerintah desa dan daerah, serta pihak swasta dalam implementasi

perencanaan.

BAB IV
KERJA SAMA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4


https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi_alam

(1) Dalam penyusunan master plan ini kalurahan Terong bekerja sama denga
PT Suryo Riset Indonesia dengan tetap melibatkan segenap elemen-
elemen yang ada di masyarakat termasuk LKK.

(2) Ketentuan tentang pembiayaan dan penunjukan diatur dalam keputusan

Lurah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan

Terong.

Ditetapkan di Terong
Pada tanggal 30 Desember 2022

LURAH TERONG
ttd

SUGIYONO

Diundangkan di Terong
Pada tanggal 30 Desember 2022

CARIK TERONG
ttd
VINA ARYANI

LEMBARAN KALURAHAN TERONG TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n Carik Kalurahan Terong
u.b Kepala Urusan Pangripta
u.nb v
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